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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 

 

(Q.S Al-Insyirah: 6-7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 
 

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memiliki kebutuhan yang 

beraneka ragam sehingga dalam hal ini manusia dituntut untuk dapat memenuhi 

kebutuhannya itu dengan bekerja guna mendapatkan penghasilan. Setiap orang 

berhak untuk mendapat pekerjaan dan berhak pula untuk bekerja sebagaimana yang 

tertulis pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan pekerjaannya, setiap orang 

dapat secara bebas memilih pekerjaannya untuk sama-sama mencapai tujuan 

ekonomi. Perkembangan industri yang semakin pesat di Indonesia saat ini dapat 

menjadi pilihan karena memiliki keragaman jenis dengan jumlah yang cukup 

banyak, mulai dari perusahaan start-up hingga perusahaan besar yang dalam hal ini 

mampu memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh pekerjaan.1 

Sebagian orang dapat memilih untuk bekerja pada orang lain (dalam hal ini 

perusahaan) yang kemudian menimbulkan hubungan kerja yang pada dasarnya 

ialah hubungan antara Pengusaha dan Pekerja yang dibuktikan dengan perjanjian 

kerja, dalam hal ini disebut pula dengan hubungan industrial.2 Hubungan Industrial 

 

1 Putri Ayu dan Asri Wijayanti, “Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak Di 

Pengadilan Hubungan Industrial”, 2022, Supremasi Jurnal Hukum (Surabaya: Universitas 

Muhammadiyah), Vol.3 (2), hlm. 161. 
2 Ida Ayu Desriwulandari dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Dalam Perkara Demosi Karyawan Kontrak PT. Dewata Seminyak (Studi Kasus 

Putusan Nomor.03/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps)”, 2017, Makalah Fakultas Hukum, Denpasar: 

Universitas Udayana, hlm. 3. 

 

1 



2 
 

 

 

(industrial relations) yang merupakan perkembangan dari istilah hubungan 

perburuhan (labor relations) merupakan suatu sistem hubungan yang tercipta antara 

para pelaku produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja, dan 

pemerintah yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3 

Pihak-pihak dalam hubungan industrial memiliki peran dan fungsinya 

masing-masing. Pengusaha yang mengelola suatu perusahaan memiliki fungsi 

untuk menciptakan kemitraan kerja, memperluas lapangan kerja, mengembangkan 

usahanya dan memberikan kesejahteraan pada pekerja sebagaimana yang tertulis 

pada Pasal 103 Ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Pekerja atau serikat 

pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan memiliki fungsi untuk menjalankan 

pekerjaan sesuai kewajibannya, mengembangkan keterampilan dan keahlian, 

menjaga ketertiban dalam kelangsungan produksi, dan memperjuangkan 

kesejahteraannya. Pemerintah yang mengawasi jalannya hubungan industrial 

memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan dan kebijakan, mengawasi jalannya 

hubungan industrial, memberikan pelayanan atau menindak pihak-pihak yang 

melanggar peraturan perundang-undangan.4 

Ruang lingkup yang lebih kecil dari sebatas peran dan fungsi pihak-pihak 

dalam hubungan industrial ialah adanya hubungan yang terjalin antara pekerja dan 

pengusaha secara langsung berupa hubungan kerja yang keberadaannya didasarkan 

 

3 Ari Yuliastuti dan Emi Syarif, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Menggunakan Acte Van Dading”, 2021, Jurnal Ketenagakerjaan (Jakarta: Pusat Pengembangan 

Kebijakan Ketenagakerjaan), Vol. 16 (2), hlm. 93. 
4 Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), hlm. 4. 
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pada perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Hubungan kerja merupakan hubungan yang mengikat antara pekerja dan pengusaha 

sebagai pemberi kerja dalam lingkup laku perdata yang mana memiliki ciri khas 

sebagai hubungan yang khusus yang mana hubungan yang terjalin ini tidak 

termasuk dalam hal-hal yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dalam dinas publik.5 

Keberadaan hubungan industrial yang ditandai dengan perjanjian kerja secara 

otomatis menciptakan hubungan hukum yang memuat hak dan kewajiban yang 

mengikat antara pengusaha dan pekerja.6 Hubungan hukum yang timbul dapat 

berbentuk hukum otonom dan hukum heteronom.7 Hukum otonom ialah hukum 

yang berlaku antara pengusaha dan pekerja yang isi ketentuannya dibuat oleh kedua 

belah pihak itu sendiri seperti perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. 

Sedangkan hukum heteronom ialah hukum yang berlaku antara pengusaha dan 

pekerja yang isi ketentuannya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang seperti 

peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.8 Kedua belah pihak 

memiliki suatu prestasi yang harus dilaksanakan dalam hal hubungan hukum yang 

terjalin. Pemenuhan segala prestasi inilah yang kemudian dapat melahirkan ikatan 

yang harmonis antara keduanya. Namun ketika suatu prestasi tidak dapat dipenuhi 

sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan disharmonisasi antara kedua 

belah pihak tersebut. 

 

 

 
 

5 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2016), hlm. 61. 
6 Ugo dan Pujiyo, Loc.Cit. 
7 Ari Yuliastuti dan Emi Syarif, Loc.Cit. 
8 Ibid. 
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Setiap perjalanan hubungan industrial tidak pernah terlepas dari 

permasalahan yang mengikat antar para pihak, baik antar pekerja dan pengusaha 

maupun serikat pekerja. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara 

pekerja dan pengusaha dalam membuat perjanjian dan adanya persaingan usaha 

yang semakin ketat sehingga menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya 

produksi (cost of production). Polemik itu kemudian menuntut perusahaan untuk 

dapat merespon permintaan pasar secara lebih fleksibel dan perusahaan pun selalu 

berupaya untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia 

(SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, strategi alih 

daya menjadi salah satu bentuk fleksibilitas yang perlu dipertimbangkan.9 

Strategi alih daya atau yang kerap disebut dengan Outsourcing merupakan 

kegiatan memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan 

yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut 

perusahaan penerima pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang- 

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini Pasal tersebut 

sudah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perusahaan alih daya (yang selanjutnya 

dalam penulisan ini disebut perusahaan outsourcing) dalam hal ini bertindak 

sebagai perusahaan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil 

 

 

 

9 Marsha Yuliana Soegianto dan Eddy M. Sutanto, “Penerapan Strategi Alih Daya 

(Outsourcing) di UD. Puyuh Plastik Ditinjau Dari Ketentuan Perundangan Dan Etika Bisnis”, 2013, 

Jurnal AGORA (Surabaya: Universitas Kristen Petra), Vol.1 (1), hlm. 26. 
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rentang kendali manajemen dengan cara memangkas sedemikian rupa sehingga 

dapat menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.10 

Perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan outsourcing merupakan 

perusahaan berbadan hukum yang berkualifikasi untuk menerima pelaksanaan 

sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan (yang selanjutnya dalam 

penulisan ini disebut perusahaan principal). Keberadaan perusahaan outsourcing 

yang saat ini menjadi gebrakan baru dalam dunia industrial telah meng-kompleks- 

kan kebutuhan dari perusahaan pengguna jasa tersebut. Setidaknya terdapat tiga 

alasan bagi sistem ketenagakerjaan di Indonesia mengadopsi konsep outsourcing, 

yaitu: Pertama, iklim investasi akan meningkat melalui kebijakan fleksibilitas pasar 

kerja. Kedua, kesempatan kerja di sektor formal akan semakin meningkat dan 

meluas melalui kebijakan fleksibilitas ketenagakerjaan. Ketiga, angka kemiskinan 

di Indonesia dapat ditekan melalui fleksibilitas ketenagakerjaan. 11 

Keberadaan pekerja alih daya menjadi cerminan terhadap keseriusan 

pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi. Hal tersebut 

termaktub dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim 

Investasi disebutkan bahwa pekerja alih daya sebagai salah satu faktor yang harus 

diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia.12 

 

10 Kadek Surya Diatmika, I Made Sarjana, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 

Outsourcing Berdasarkan Perjanjian Kerja (Studi Kasus: PT. Bali Dana Sejahtera Denpasar)”, 2015, 

Jurnal Ilmu Hukum (Denpasar: Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas 

Udayana), Vol. 4 (3), hlm. 4. 
11 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Op.Cit., hlm. 5. 
12 Nina Kartina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Kaitannya Dengan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pailit Pada Perusahaan PT. Mitra Usaha Karya 

Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003”, 2018, Tesis (S2), Fakultas Hukum, Bandung: 

Universitas Pasundan, hlm. 1. 
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Keberadaan perusahaan outsourcing memungkinkan suatu perusahaan 

memindahkan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sifatnya sebagai penunjang dan 

bukan pokok dalam perusahaan untuk dikerjakan oleh pihak lain di luar perusahaan 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

Keberlakuan sistem outsourcing di Indonesia ini telah menguntungkan 

pengusaha karena dapat memperoleh tenaga kerja melalui perusahaan penyedia jasa 

(outsourcing) tanpa perlu merekrut pekerja secara mandiri yang notabene nya dapat 

mengeluarkan dana yang lebih banyak. Sedangkan pekerja yang terikat dengan 

perusahaan outsourcing yang dipekerjakan juga dapat diuntungkan dengan semakin 

besarnya peluang pekerja untuk memperoleh kesempatan bekerja yang besar di 

perusahaan principal. Berkaitan dengan hal ini, maka sistem outsourcing yang 

sangat marak pada masa sekarang ini disebut menjadi salah satu penyelamat pasar 

ekonomi di Negara berkembang seperti Indonesia ini. Namun pada sisi lain, 

jalannya hubungan industrial dapat dikatakan masih belum sepenuhnya sempurna. 

Perlindungan terhadap pekerja alih daya dapat dikatakan sangat lemah karena 

ketidakjelasan konsep hubungan kerja yang mengikat antara pengusaha dengan 

pekerja.13 Hal ini kemudian menjadi teka-teki atas kedudukan hukum pekerja 

terhadap perusahaan principal ketika terjadinya suatu perselisihan hubungan 

industrial. 

 

 

 

 

 

13 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Op.Cit., hlm. 5. 
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Perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan yang terjadi antara 

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja sebagai 

akibat dari adanya ketidaksesuaian paham terkait pelaksanaan syarat-syarat kerja, 

pelaksanaan norma kerja, dasar hubungan kerja, kondisi kerja di perusahaan, 

bahkan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).14 Perselisihan industri dapat 

dikatakan sebagai hasil interaksi sosial manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan 

yang biasanya berpangkal pada kesalahpahaman akan sesuatu hal, berubahnya 

sesuatu hal yang telah menjadi kebiasaan, adanya rasa tidak percaya, sikap saling 

curiga, bahkan bisa juga masalah-masalah pribadi oknum pengurus serikat pekerja 

yang dibawa ke dalam organisasi serikat pekerja tersebut.15 Menyikapi perselisihan 

hubungan industrial, diperlukan suatu penyelesaian untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. upaya penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui 

pengadilan hubungan industrial ataupun di luar pengadilan hubungan industrial. 

Namun penyelesaian perselisihan yang terbaik ialah penyelesaian yang dilakukan 

oleh para pihak yang berselisih tersebut secara internal sehingga memperoleh hasil 

yang menguntungkan kedua belah pihak seperti halnya bipartit yang menjadi salah 

satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan 

hubungan industrial.16 Selain bipartit, dapat pula mengupayakan tripartit seperti 

mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial di luar pengadilan. Ketika pihak-pihak yang berselisih tidak 

 

14 D. Koeshartono dan M.F. Shellyana Junaedi, Hubungan Industrial Kajian Konsep & 

Permasalahan, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), hlm. 77. 
15 Abdul Khakim, Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian 

Kerja Bersama (SKB), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 165. 
16 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 

2014), hlm. 179. 
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puas akan hasil penyelesaian tersebut, maka dapat pula dilakukan penyelesaian 

melalui pengadilan hubungan industrial. 

 

Berkaitan dengan pembahasan mengenai perselisihan hubungan industrial di 

atas, terdapat suatu kasus dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 

Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 yang terjadi antara Pekerja alih daya di PT. 

Pertamina EP Rantau sebagai Penggugat yang melawan PT. Pertamina EP Rantau 

sebagai Tergugat. Pada kasus tersebut para pekerja merasa bahwa mereka telah 

melakukan pekerjaan-pekerjaan pokok yang tidak sebagaimana mestinya yang 

diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang aturannya hanya melakukan pekerjaan penunjang. 

Perselisihan hak yang terjadi cukup menarik karena posisi gugatannya dilayangkan 

oleh pekerja alih daya sebagai pihak pertaa kepada perusahaan principal sebagai 

pihak ketiga secara langsung yang mana banyak pendapat-pendapat ahli yang 

beranggapan bahwa sebenarnya kedua pihak tersebut tidak memiliki hubungan 

hukum secara langsung karena ditengahi oleh pihak kedua yakni perusahaan 

outsourcing. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pertimbangan Hukum Hakim Atas 

Gugatan Perselisihan Hak Pekerja Alih Daya Kepada Perusahaan Principal 

Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan 

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim atas gugatan Perselisihan Hak 

Pekerja Alih Daya kepada Perusahaan Principal dalam Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali 

Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013? 

2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah 

Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 terhadap status hubungan kerja yang 

mengikat antara pekerja alih daya dan perusahaan principal? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim atas 

gugatan Perselisihan Hak Pekerja Alih Daya kepada Perusahaan Principal 

dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Putusan 

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari Putusan Peninjauan 

Kembali Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 terhadap status 

hubungan kerja yang mengikat antara pekerja alih daya dan perusahaan 

principal. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata terkait 

pertimbangan hukum hakim atas gugatan Perselisihan Hak Pekerja Alih Daya 

kepada Perusahaan Principal dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial yang mengkaji status hubungan kerja antara kedua belah pihak 

terkait. 

2. Manfaat Praktis 

 
a. Bagi Pekerja 

 

Dapat manjadi bahan bacaan dan memberikan rujukan mengenai status 

hubungan kerja yang terikat antara pekerja alih daya dengan perusahaan 

principal beserta memberi wawasan terkait kepastian menggugat 

terhadap pekerja alih daya yang sedang mengalami Perselisihan 

Hubungan Industrial dengan perusahaan principal. 

b. Bagi Perusahaan 

 

Dapat menjadi bahan bacaan bagi setiap perusahaan principal untuk dapat 

memberi kepastian hukum terhadap setiap pekerja alih daya berdasarkan 

hubungan kerja yang mengikat antara kedua belah pihak sebagai upaya 

tercapainya hubungan hukum yang harmonis. 
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c. Bagi Hakim 

 

Dapat menjadi bahan bacaan beserta bahan pertimbangan terhadap 

argumentasi ilmiah yang diungkapkan penulis berdasarkan sudut pandang 

penulis dalam menelaah status hubungan kerja yang mengikat antara 

pekerja alih daya dengan perusahaan principal yang didasari oleh 

putusnya peninjauan kembali Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 oleh 

Majelis Hakim Mahkamah Agung. 

d. Bagi Pemerintah Khususnya Kementerian Ketenagakerjaan 

 

Dapat menjadi bahan bacaan dan bahan masukan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan terhadap suatu urgensi ketentuan dan kepastian hukum 

sistem outsourcing di Indonesia, khususnya keberadaan hubungan kerja 

yang secara hukum mengikat antara pekerja alih daya dengan perusahaan 

principal. 

 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai dari suatu penelitian yang 

memberikan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi 

area penelitian.17 Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas 

terkait pertimbangan hukum Hakim atas gugatan Perselisihan Hak Pekerja Alih 

Daya kepada Perusahaan Principal dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 

 

 
 

17 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm. 111. 
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37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 dan akibat hukum dari Putusan Peninjauan Kembali 

Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 terhadap status hubungan kerja 

yang mengikat antara pekerja alih daya dan perusahaan principal. 

 
 

F. Kerangka Teori 

 

Dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan keilmuan diperlukan teori-teori 

yang menjelaskan ilmu dan pengembangan analisis suatu permasalahan. Teori ini 

memberikan sarana kepada kita agar dapat merangkum dan memahami masalah 

yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi.18 Dalam penelitian penulisan skripsi 

ini, penulis menggunakan teori pertimbangan hakim, teori perjanjian kerja dan teori 

pembuktian hukum. 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

 
Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan 

kepastian hukum, karena pertimbangan hukum hakim merupakan dasar bagi hakim 

untuk membentuk intisari pendiriannya yang dituangkan dalam amar.19 Dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan harus 

dilandaskan pada teori-teori dan hasil penelitian yang saling berkorelasi agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 259. 
19 V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil, (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2015), hlm. 172. 
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mampu menghasilkan penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori 

dan praktik.20 

Hakim dalam pertimbangan hukumnya akan memahami peristiwa hukum 

perkara, mengkategorikan perbuatan hukum, dan kemudian memutuskan perkara 

tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hakim melakukan tindakan memberi 

konstitusi, yakni dengan menetapkan hukumnya, menemukan peristiwanya, dan 

melihat hubungan hukum yang kemudian memberi keadilan kepada para pihak 

berperkara.21 

Keberadaan pertimbangan hakim dalam suatu putusan selalu diawali dengan 

frasa “menimbang”, hal ini mengartikan bahwa pertimbangan hakim ini merupakan 

suatu pendapat yang dikemukakan oleh hakim guna memperkuat atau mendukung 

putusannya dalam amar putusan yang dimula dengan frasa “mengadili”. 

Pertimbangan hukum hakim dikenal pula dengan istilah ratio decidendi yang 

berasal dari bahasa Latin, yaitu kata ratio yang berarti sebab; alasan; pertimbangan, 

dan kata decidendi yang berarti menyelesaikan (perkara); mengadakan 

(persetujuan), yang mana hal ini menjadi dasar atau alasan hukum untuk 

menentukan putusan. 

Teori pertimbangan hakim ini memiliki kaitan yang erat terhadap bentuk 

status hubungan kerja yang mengikat antara para pihak hubungan industrial, yaitu 

pekerja dan pengusaha sebagaimana yang dibahas oleh peneliti dalam 

kepenulisannya. Dalam pertimbangannya, hakim bahkan dapat melakukan 

 

20 Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 

Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, 2016, Jurnal UAJY (Yogyakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Atma Jaya), hlm. 6 
21 V. Harlen Sinaga, Op.Cit., hlm. 224. 
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penemuan hukum (recht vinding) yang pada prosesnya hakim akan membentuk 

hukum dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit 

sehingga hasil dari penemuan hukum tersebut akan menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan oleh majelis hakim.22 

2. Teori Perjanjian Kerja 

 
Istilah perjanjian sebenarnya tidak dikenal dalam KUHPerdata, melainkan 

dikenal dengan perikatan atau verbintenis (Pasal 1233) dan persetujuan 

overeenkomst (Pasal 1313).23 Suatu perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu 

persetujuan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga menimbulkan 

hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak baik 

untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.24 

Suatu hubungan kerja terikat suatu perjanjian kerja atau airbeidsovereenkoms 

yang berlaku bagi pekerja dan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan suatu 

perjanjian yang mengikat antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau 

tertulis, yang berlaku baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu yang 

isinya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang 

telah disebutkan pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.25 

Berdasarkan historis, perjanjian kerja awalnya diatur dalam Pasal 1601a sampai 

dengan 1603z KUHPerdata yang kala itu disebut dengan istilah “persetujuan 

 

22 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Penemuan Hukum Oleh Hakim 

(Rechtvinding)”, diakses dari https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim- 

rechtvinding/ , Pada 06 September 2023, Pukul 22.20 WIB. 
23 Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan Dalam 

Sistem Ketenagakerjaan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 118. 
24 Koesparmono Irsan, Armansyah, Hukum Tenaga Kerja, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), 

hlm. 61. 
25 Ibid., hlm. 67. 

https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/
https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/
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perburuhan” yaitu memiliki definisi: “Persetujuan dengan mana pihak yang satu, 

si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si 

majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima 

upah”.26 Namun ketentuan KUHPerdata ini sudah tidak berlaku lagi sekarang 

karena hakikat dari persetujuan perburuhan atau yang sekarang dikenal dengan 

perjanjian kerja sudah diatur dalam peraturan tersendiri yakni Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Selain definisi normatif tersebut, Prof. Subekti juga mendefinisikan 

bahwasanya perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian yang mengikat seorang 

pekerja (buruh) dengan seorang pengusaha (majikan) yang ditandai dengan ciri-ciri 

seperti: (1) adanya upah atau gaji yang diperjanjikan; dan (2) adanya suatu 

hubungan yang diperatas (dientsver houding), yaitu suatu hubungan dimana pihak 

yang satu (pengusaha) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak 

lainnya (pekerja). 27 Dalam hal ini, apabila seseorang secara pribadi mengikatkan 

dirinya ke dalam suatu perjanjian kerja, maka ia secara tidak langsung harus 

bersedia untuk bekerja dibawah perintah orang lain.28 Selain itu, Siti Hajati Hoesin 

juga berpendapat bahwa perjanjian kerja merupakan bentuk perjanjian yang 

sifatnya memaksa (dwang contract) karena pihak-pihak yang terikat tidak bisa 

menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian tersebut.29 

 

 

 
 

26 Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kuhperdata 

(BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat) Jilid Ketiga, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 

208. 
27 Koesparmono Irsan, Armansyah, Op.Cit., hlm. 68. 
28 Abdul Khakim, Op.Cit., hlm. 64. 
29 Ibid. 
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Keberadaan perjanjian kerja yang mengikat pekerja dan pengusaha secara 

otomatis akan menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan hubungan 

kerja. Pada prinsipnya, hubungan kerja merupakan hubungan yang mengikat antara 

pekerja dengan pengusaha melalui suatu perjanjian dimana pekerja mengikatkan 

dirinya kepada pengusaha untuk bekerja dan mendapatkan upah, dan pengusaha 

menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar 

upah. 

Kemudian perlu diketahui bahwa selain perjanjian kerja, dikenal pula istilah 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang juga mengikat pihak-pihak dalam suatu 

hubungan kerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan suatu perjanjian yang 

merupakan hasil dari perundingan antara pekerja/serikat pekerja yang tercatat pada 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan 

pengusaha/beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban kedua belah pihak (Pasal 1 huruf ke-2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan).30 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) biasanya 

dirundingkan dan disusun kedua belah pihak setelah adanya perjanjian kerja yang 

mengikat para pihak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pekerja dan pengusaha 

diikat oleh dua perjanjian, yakni perjanjian kerja dan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB). 

Teori perjanjian kerja ini memiliki kaitan yang erat dalam membahas 

kepastian hubungan kerja yang terjalin antara pihak-pihak terkait, yakni pekerja dan 

pengusaha. Perjanjian kerja yang mengikat antara para pihak menjadi landasan 

 
30 Zaeni Asyhadie, Loc.Cit. 



17 
 

 

 

dasar bagi keberadaan hak dan kewajiban yang terikat. Teori perjanjian ini juga 

menjadi fokus bahasan dalam kepenulisan skripsi ini untuk memberikan kepastian 

dalam status hubungan kerja antara pekerja alih daya dengan perusahaan principal. 

3. Teori Pembuktian Hukum 

 
Pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam hukum acara 

karena dalam proses beracara inilah apa yang didalilkan oleh para pihak berperkara 

dibuktikan. Dalam hal ini, setiap bukti yang akan diajukan baik tertulis ataupun 

saksi, memiliki tujuan tunggal yakni untuk mendukung posita sehingga hakim dapat 

membuat pertimbangan hukum dalam mengabulkan gugatan.31 

Menurut Sudikno Mertokusumo, proses pembuktian memiliki beberapa 

pengertian sebagai berikut: 

a. Membuktikan Dalam Arti Logis 

 

Memiliki artian bahwa pembuktian memberi kepastian yang sifatnya 

mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya 

bukti lawan. 

b. Membuktikan Dalam Arti Konvensionil 

 

Memiliki artian bahwa pembuktian memberi kepastian yang sifatnya 

relatif yang memiliki tingkatan-tingkatan seperti: 

1) Kepastian berdasarkan perasaan belaka yang sifatnya intuitif yang 

disebut dengan Conviction Intime. 

2) Kepastian berdasarkan pertimbangan akal yang disebut dengan 

 

Conviction Raisonnee. 
 
 

31 V. Harlen Sinaga, Op.Cit., hlm. 172. 
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c. Membuktikan Dalam Hukum Acara Mempunyai Arti Juridis 

Membuktikan dalam arti juridis memiliki artian bahwa pembuktian 

memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara 

bersangkutan untuk memberikan kepastian terkait kebenaran peristiwa 

yang diajukan.32 

Prof. R. Subekti, SH juga berpendapat bahwa membuktikan ialah upaya untuk 

meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan di muka persidangan. Dalam hal ini, pembuktian hanya diperlukan 

apabila ada perselisihan atau sengketa, dan terhadap hal-hal yang tidak dibantah 

oleh pihak lawan maka tidak perlu untuk dibuktikan. 

Pengaturan mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata ini diatur baik 

di dalam hukum perdata materil yaitu Burgerlijke Wet Book (BW) atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun di dalam hukum perdata 

formil yaitu RBg dan HIR.33 

Dalam hukum acara perdata, tindakan pembuktian dilakukan oleh para pihak 

atas perintah hakim. Hakim dalam hal ini akan membebani para pihak dengan 

pembuktian sebagaimana azas pembagian beban pembuktian (bewijlast verdeling) 

yang diatur dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdata 

yang menentukan bahwa “Barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau yang 

mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk 

menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.34 

 

32 Ahmaturrahman, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Indralaya: Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 79. 
33 Ibid., hlm.80. 
34 Ibid., hlm.82. 
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Segala sesuatu alat atau upaya yang dapat dipergunakan untuk pembuktian 

disebut dengan alat pembuktian (bewijsmiddelen). Alat pembuktian jika ditinjau 

dari sudut para pihak yang berperkara adalah alat atau upaya yang dipergunakan 

oleh para pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya di muka 

persidangan. Sedangkan alat pembuktian jika ditinjau dari sudut pengadilan yang 

memeriksa perkara adalah alat yang dipergunakan oleh hakim atau pengadilan 

untuk menjatuhkan putusannya.35 

Teori pembuktian hukum ini memiliki kaitan yang erat dalam menjawab 

kepastian hukum terhadap pekerja alih daya yang ditetapkan oleh hakim pada 

putusan. Teori ini juga memiliki korelasi dengan asas hukum res judicata pro 

veritate habetur yang memiliki artian bahwa setiap putusan hakim harus dianggap 

benar36 karena hakim dalam menjalankan tugasnya dianggap mengetahui semua 

hukum (ius curia novit atau curia novit jus).37 

 

G. Metode Penelitian 

 

Metode diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan 

masalah, dan penelitian berarti upaya pemeriksaan yang dilakukan secara seksama 

dan tekun untuk memecahkan permasalahan yang hasil akhirnya adalah untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan manusia.38 Dengan demikian, metode ilmiah 

 

35 Ibid., hlm.84. 
36 Tri Jata Ayu Pramesti, ”Arti res Judicata Pro Veritate Habetur”, diakses dari 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur-lt5301326f2ef06/ , 

Pada 07 September 2023, Pukul 18:39 WIB. 
37 Nafiatul Munawaroh, “Arti Asas Ius Curia Novit”, diakses dari 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/ , Pada 07 September 

2023, Pukul 18:37 WIB. 
38 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Depok: Prenadademia Group, 2016), hlm. 3. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur-lt5301326f2ef06/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/
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adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dan tujuannya ialah 

untuk dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, 

sehingga untuk kedepannya dapat digunakan dalam memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah. 

1. Jenis Penelitian 

 
Penelitian yang diangkat penulis ini merupakan penelitian yang jenisnya ialah 

penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah penelitian yang beranjak dari sifat dan 

ruang lingkup disiplin hukum, yakni suatu sistem ajaran hukum mengenai 

kenyataan atau gejala-gejala yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Adapun 

beberapa tema yang diangkat dalam penelitian hukum normatif ialah meliputi: (1) 

Penelitian terkait asas-asas hukum, (2) Penelitian mengenai sistematika hukum, (3) 

Penelitian taraf sinkronisasi hukum (vertikal dan horizontal), (4) Penelitian sejarah 

hukum, dan (5) Penelitian perbandingan hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

 
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan Perundang-Undangan adalah penelitian yang mendepankan 

bahan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi 

bahan utama dalam melangsungkan suatu penelitian. Penelitian penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 
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b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

 

Pendekatan Konseptual adalah salah satu jenis pendekatan yang 

memaparkan pandangan analisis untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

penelitian hukum dengan menilik latar belakang yang berisikan aspek-aspek 

konsep hukum, atau dapat pula ditilik dari nilai yang ada dalam penormaan 

suatu peraturan dengan setiap konsep hukum yang digunakan dalam 

penelitian. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan Kasus adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang 

sedang dihadapi. Dalam hal ini, penulis menelaah putusan Peninjauan 

Kembali Mahkamah Agung Nomor 37PK/Pdt.Sus-PHI/2013 yang 

didalamnya terdapat gugatan Perselisihan Hak Pekerja Alih Daya kepada 

Perusahaan Principal dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. Penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan menelaah kasus 

pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.37PK/Pdt.Sus- 

PHI/2013. 

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 

 
Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai kerangka acuan dan pedoman 

dalam penelitian normatif ini ialah dengan menggunakan metode studi kepustakaan 

(library research). Studi kepustakaan (perpustakaan) adalah kegiatan penelusuran 

kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir 

terhadap bahan-bahan yang diperlukan, meliputi: 
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a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang bersifat autoritatif, yakni 

bahan hukum yang memiliki otoritas terhadap suatu penulisan penelitian. 

Bahan hukum primer dapat meliputi peraturan perundang-undangan dan 

dokumen-dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 

 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA); 

 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 

4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.37PK/Pdt.Sus- 

PHI/2013. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian berupa bermacam dokumen 

sebagai penunjang bahan hukum primer yang memberikan penjelasan dan 

keterangan lebih dalam terkait isu hukum yang dihadapi, seperti Rancangan 

Undang-Undang, buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian makalah dan 

lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitiannya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan lebih lengkap dalam menunjang bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, majalah, dan lain sebagainya. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 
Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis 

dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan (library 

research). Studi kepustakaan (library research) merupakan kegiatan penelurusan 

kepustakaan seperti mencari, menginventarisasi, mempelajari, dan mengutip data 

yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, doktrin-doktrin hukum 

atau kamus hukum dengan tujuan untuk mengetahui lebih spesifik dan membentuk 

kerangka berfikir terhadap penulisan skripsi. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 
Teknik dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum yang diperoleh 

dan menguraikan data-data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat 

(deskriptif) serta menyusun kalimat-kalimat tersebut secara sistematis guna 

memahami dan memecahkan permasalahan hukum yang ada di dalam penelitian. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 
Teknik dalam proses penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah dengan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu proses penalaran 

dengan cara menarik kesimpulan terhadap suatu proses berpikir dengan 

menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari berbagai kasus yang  bersifat 

individual atau dengan pengertian lain menarik kesimpulan dari kasus khusus 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 
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